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Wali Kota  Bogor 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 
NOMOR  28  TAHUN  2019 

 
TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 

PADA SATUAN PENDIDIKAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA BOGOR, 

 
Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam            

bidang pendidikan dimaksudkan untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa                         
dan meningkatkan kualitas manusia 
Indonesia yang beriman, bertakwa                     
dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas,            
serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi 
dan seni untuk mewujudkan masyarakat 
yang maju, adil, makmur dan beradab;  

b. bahwa dalam rangka mencapai maksud 
pembangunan nasional dalam bidang 
pendidikan sebagaimana dimaksud                
pada huruf a guna mewujudkan nilai-nilai 
jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, 
berani, tanggung jawab, dan adil perlu 
dilakukan kegiatan Penyelenggaraan 
Pendidikan Anti Korupsi pada satuan 
pendidikan;  
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a             
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan 
Pendidikan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,                           

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,       
ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851);  

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,  
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20                   
Tahun 2001 tentang Perubahan                          
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,  
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150);  

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia            
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587)      
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9                   
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua             
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013       
tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun  2005         
tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia  
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 
Keagamaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,  
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4769); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 
tentang Guru (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,  
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4941); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010                      
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,     
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana          
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17         
Tahun 2010 tentang Pengelolaan                              
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010  
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5157); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan                              
dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 
tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013  
(Berita Negara Republik Indonesia                  
Tahun 2014 Nomor 1172); 

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah      
Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 
Nomor 2 Seri E); 

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7   
Tahun 2016 tentang Pembentukan                      
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor  
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 
Nomor 1 Seri D); 

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8    
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah  
Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI 
KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN. 


